
PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TERHADAP 

4 ( empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

2. Pengendalian dan Pengembangan Rabies 

3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.4 tahun 

2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. 

4. Pemberian Air Susu lbu Eksklusif. 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Senin, 22 Desember 2014 

Juru Bicara: ............................................ .. 



• Yth.Sdr.Gubemur Provinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat. 

• Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Padang. 

• Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas / 

Kantor dan Lembaga Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

• Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan 

yang berbahagia. 

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang 

senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang 

telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam 

rangka Pengambilan Keputusan terhadap 4 ( empat ) Ranperda. 

Shalawat beriring Salam kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW, yang telah mewariskan untuk kita pedomani yaitu 

Al Qur'an dan Sunnah Rasullullah. 

Izinkan Kami mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

Pimpinan Sidang Paripuma DPRD, Pimpinan DPRD dan Sdr.Gubemur yang telah 

memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir 

Fraksi Partai Demokrat dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap 

4 ( empat ) Ranperda. 

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan. 

Setelah mendengar,membaca dan memperhatikan Penyampaian 4 ( em pat) 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat 

menyampaikan beberapa pendapat saran dan pertanyaan untuk menjadi bahan 

pertimbangan bagi kita dalam membahas dan mengambil keputusan terhadap 

4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut 



1. Adapun rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut adalah: 

a. Penyelenggaran Bantuan Hukum. 

b. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. 

c. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2009 

ten tang Pendirian Y ayasan Beasiswa Minangkabau . 

d. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang 

luas,nyata dan bertanggung jawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan 

Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan 

Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah,dilaksanakan Pemerintahan Daerah 

dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun2007 yang telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang 

Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,secara jelas 

menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan 

sesuai dengan nilai bo bot daerah. 

Fraksi Partai Demokrat berpendapat : 

a. Penyelenggaraan Bantuan Hokum . 

a) Bahwa menurut norma hukum setiap Peraturan perundangan-undangan 

setelah ditetapkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara atau 

Lembaran Daerah maka setiap orang dianggap mengetahui tentang 

peraturan tersebut,namun banyak warga yang tidak mengetahui tentang 

seluk beluk hukum ,maka menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin . 

Pemberian bantuan hukum tersebut sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang No.16 tabun 

2011,tentang Bantuan Hukum. Untuk melaksanakanya harus mempunyai 

payung hukum didaerah dengan Peraturan Daerah tentang bantuan 

hukum. 



b) Penyelenggaraan bantuan bagi masyarakat miskin merupakan amanah 

Undang - Undang untuk membantu kelompok orang miskin, sehingga 

mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan dihadapan 

hukum. 

c) Sehubugan dengan dana yang disediakan dalam APBD Provinsi Sumatera 

Barat tahun 2015 perlu dievaluasi setelah diujudkan karena banyaknya 

masalah hukum yang dihadapi masyarakat. 

d) Kepada saudara Gubemur segera menetapkan Peraturan Gubernur sebagai 

peraturan pelaksana dan mcnsosialisasikan kepada masyarakat dan 

Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk juga membuat Peraturan Daerah 

tentang bantuan hukum ini. 

b. Pengendalian dan Penanggulan Rabies. 

a) Penyakit Rabies sebagai penyakit binatang yang dapat menular kepada 

manusia yang menjadi ancaman secara pisik kepada manusia juga 

menjadi ancaman psichologis masyarakat akibat ketakutan yang 

berlebihan terhadap bahaya penyakit Rabies yang berbahaya, dan biaya 

pengobatannnya yang mahal. 
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b) Dalam hal pencegfhan dan perfgawasan terhadap penyakit Rabies ini 

harus dilakukan dengan intensif terhadap masuknya J/£:l. dari luar 
lif/l 

daerah dan t-etlmk yang ada dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang 

teridentifikasi berpenyakit Rabies. 

c) Meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi penggemar buru 

babi untuk mensosialisasikan dan melaksankan perda ini £.{[~ efektif. 

c. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. 

a) Perda Nomor 4 tahun 2009 yang telah diundangkan dalam lembaran 

Daerah nomor 37 ,tanggal 26 Agustus 2009 dan telah terbentuknya 

kepengurusan Yayasan Beasiswa Minangkabau semenjak 1 Agustus 

2010 yang belum dapat beroperasi. 



b) Y ayasan Beasiswa Minangkabau telah punya Anggaran Dasar dan Rumah 

Tangga untuk melakukan kegiatannya dalam Bidang Sosial sedangkan 

pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali yang diberikan tahun 2009 

tidak dikelola secara baik dan dibiarkan begitu saja,oleh Pemerintah 

Daerah. 

c) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 ,tentang pendirian Yayasan 

Beasiswa Minangkabau adalah merupakan keputusan bersama antara 

DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat tentunya 

tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Sdr.Gubernur hanya dapat 

dilakukan penyempumaan atau revisi terhadap beberapa pasal-pasal yang 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :52 

tahun 2012, tentang pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. 
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d) Perlu dilakukan pembahasan secara mendalam tentang beberapa pasal 

yang perlu dilakukan perubahan, sesuai dengan peraturan perundangan. 

c. Pemberian Air Susu lbu Eksklusif. 

Setiap bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu, untuk 

mendapatkan pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang maksimal maka 

Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya dengan ditetapkannya Perda ini dan 

segera mensosialisasikan kepada masyarakat. 

Demikianlah beberapa pendapat Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi 

Sumatera Barat terhadap 4( empat)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan Keputusan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat terhadap 4(empat)Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat tersebut. 



Dengan berserah diri kehadirat ALLAH SWT dan mengucapkan 

"Bismillahirrahmanirrahim" kami Fraksi Partai Demokrat dapat menerima 
2 ~ 

dan menyetujuiJ ( fn%'at) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan catatan Khusus terhadap Ranperda 

tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 

tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau b-eiam d~pat 
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Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kami mohon dimaafkan dan atas 

perhatiannya kami mengucapkanterimakasih. 

Billahi Taufik Walhidayah,Wassalammualaikum.Wr.Wb. 

Padang, 22 Desember 2014. 

FRAKSI PART AI DEM OKRA T 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Ketua 

Juru bicara 

--------------------------------



, ,, .. - FRAKSI PARTAI GERINDRA 
(GERAKAN INDONESIA RAYA) 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
· PROVINS! SUMATERA BARAT 

JI. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext: 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 

FRAKSIPARTAIGERINDRA 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

TERHADAP 

RANCANGANPERATURANDAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

TAHUN 2014 

Tentang 

1. Ranperda Pencabutan Perda No1nor 4 Tahun 2009 

tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau 
-\ . 

2. Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif 

3. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

4. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Senin, 22 Desember 2014. 

Juru Bicara : Jasma Juni Dt. Gadang SE 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Yang terhormat 

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. F'ORKOPIMDA, Ketua Pcngadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Provinsi Sumatera Baral 

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Badan/Dinas/Kantor/Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP, Rekan-rekan wartawan media cetak 

dan elektronik serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. 



Hadirin, Sidang Dewan yang Terhormat 

,<,iengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 

(Gerindra), marilah kita tak bosan-bosannya mengucapk2.n puji dan syukur 

pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada 

kita semua lahir dan bathin, untukl berkumpul dalam rapat paripurna 

imendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tentang, Ranperda Pencabutan 

Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 

Minangkabau, Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, Ranperda 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Ranperda Pengendalian dan 

Penanggulangan Rabies. 

Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati 

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi 

Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh 

Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, 

sabar dan istiqamah sampai akhir zaman. 

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pimpinan dan panitia 

pembahasan Ranperda, ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra 1tentang sebanyak 

'.14 (empat) Ranperda sebagaimana yang telah kami sebut di atas. 

Hadirin, Sid'arig Dewan yang Terhormat 

Sebelum kami menyampaikan Pendapat Akhir tentang Ranperda­

Ranperda yang dimaksud, perkenankanlah kami menyampaikan keprihatinan 

atas terjadinya peristiwa kasus dugaan kekerasan seksual - perdagangan anak 

dan penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh seorang siswi SMP di 

Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, beberapa waktu lalu. 

Kekerasan seksual yang dialami siswi SMP ini tentu saja mengejutkan 

kita sebagai sebuah Provinsi yang terkenal dengan Adat Basandi Syara, Syara 

Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Terlebih salah seorang pelakunya adalah 

oknum aparat kepolisian di Mapolres Limapuluh Kota. 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 

Perempuan) dari hasil pemantauannya selama 15 tahun menemukan 15 jenis 

kekerasan seksual yang dialami pcrempuan. Komnas Perempuan bahkan 

menegaskan kekerasan seksual terhadap perempuan dimaknai sebagai 

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berakar pada diskriminasi 

berbasis gender. 

Dimana bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dapat berupa 

tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau 

ucapan yang menyasar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau 

tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan 

paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau 

penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mcngambil kescmpatan dari 
lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan 
persetujuan yang sesungguhnya. 



Mencermati kasus dugaan kekerasan seksual - perdagangan anak dan 

penyalahgunaan Narkotika yang dialami oleh seorang siswi SMP di Kabupaten 
Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, kami Fraksi Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) meminta kepada Kapolda Sumatera Barat agar serius dalam 

menyelesaikan penanganan kasus tersebut secara profesional. 

Mengingat salah satu LSM yang memberikan pendampingan terhadap 

korban telah melayangkan laporan kasus tersebut kepada Mabes Polri, 

Komnas HAM dan institusi penegak hukum lainnya. 

"Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati 
..:r 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap 4 

(empat) Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ini telah 

melalui proses pa~jang. Proses tersebut dilakukan melalui kajian dan teori 

yang melibatkan kalangan akademik dan menyerap pendapat-pendapat dari 
kalangan masyarakat. 

Kemudian ~untuk memperkuat maksud dan tujuan dari masing-masing 

Ranperda itu, maka dilakukan studi banding ke sejumlah Provinsi dan instansi 

terkait. Rancangan Perda ini, jika telah ditetapkan menjadi Ranperda dapat 

memberi semangat baru dan seterusnya dapat memberi penyadaran positif 
bagi masyarakat Sumatera Barat. 

Untuk itu, sebelum Ranperda-Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda, 
perkenankan kami menyampaikan catatan sebagai berikut: 

I. Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian 
Yayasan Beasiswa Minangkabau; 

Terhadap Ranperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, setelah membaca dan 

menganalisis dengan seksama Laporan Tim Pembahasan Ran'perda 
dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai : 

1. Ide awal pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau untuk mengelola 

dana dari PT Rajawali yang ditujukan bagi pembcrian beasiswa 

khusus untuk pendidikan pada perguruan tinggi dalam dan luar 
negeri, sesungguhnya cukup positif. 

2. Setelah lima tahun berjalan, yayasan tersebut belum bisa beroperasi. 

Semen tara dana yang mengendap sampai saat ini sud ah berjumlah 

sekitar Rp63 miliar. Dana itu cukup besar dan akan sangat 

bermanfaat apabila dapat digunakan secara tepat sasaran sesuai 
dengan perun tukkannya. 

3. Mengingat masih adanya kesimpangsiuran dan ketidakjelasan 

terhadap bagaimana bentuk lembaga yang akan mengelola uang 

sebesar Rp63 Miliar ini nantinya, maka Fraksi Gerindra menyatakan 
sikap TIDAK SEPAKAT untuk menetapkan Ranperda Pencabutan 

Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 
Minangkabau ini. 



II. Ranperda Pemberian Air Susu !bu Ekslusif 

Terhadap Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, setelah 

mencermati dengan serius Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif dan Laporan Tim Pembahasan Ranperda 

dimaksud, kami dari Fraksi Gerindra menilai : 

1. ASI eksklusif adalah intervensi yang paling efektif untuk mencegah 
kematian anak. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan faktor 

penunjang kecerdasan si bayi. 

2. Menurut standar kesehatan dunia WHO, bayi sebaiknya di sapih 

setelah 2 tahun usianya. Permasalahan ASI eksklusif seringkali 

terjadi pada ibu yang bekerja di kantoran. 
3. Untuk itu melalui Ranperda yang akan ditetapkan ini diharapkan 

pemerintah dapat memberikan keleluasaan pada ibu yang pada masa 

pemberian ASI eksklusif boleh membawa anak ikut serta bekerja atau 

mengijinkannya memberi jam khusus untuk menyusui bayinya. 

4. Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas terkait dapat mendorong 

pihak-pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk 

dapat menyediakan ruang-ruang khusus, sehingga ibu yang masih 

menyusui dapat memberikan ASI kepada bayinya secara leluasa. 

5. Untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif sekaligus menekan 

tingginya risiko yang ditimbulkan oleh susu formula, Pemprov 

Sumbar melalui Dinas terkait diharapkan dapat lebih gencar 

mensosialisasikan larangan iklan susu formula, khususnya di 

lingkungan pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, 
tempat bersalin dan klinik kesehatan. 

6. Menyadari pentingnya manfaat daripada pemberian AS! eksklusif 

maka Fraksi Gerindra menyatakan sikap SETUJU un tuk menetapkan 

Ranperda Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif ini menjadi PERDA. 

Ill. Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Terhadap Ranperda Penyelenggaraart Bantuan Hukum, setelah 

mencermati Laporan Tim Pembahasan Ranperda dimaksud, kami dari 
Fraksi Gerindra menilai : 

1. Dalam rangka menjamin hak konstitusional ;Jagi setiap warga negara 

yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan 

di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 

04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama 

undang-undang yang mengatur bantuan hukum (UU No 16 Tahun 
2 0 11 ten tang Ban tuan H ukum). 

2. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 

merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus 



sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi 

serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses 

terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan 

hukum (equality before the law). 
3. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum 

banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga 

mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh 

ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional 

mereka. 

4. Lahirnya Perda Penyelenggaran Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera 

Barat akan dapat menjadi dasar bagi Pemprov untuk menjamin warga 

Sumbar khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk 

mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. 

5. Mengingat pentingnya kehadiran Perda Penyelenggaran Bantuan 

Hukum ini, maka Fraksi Gerindra menyatakan sikap SETUJU untuk 

menetapkan Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini menjadi 

PERDA, dengan catatan pemberian bantuan hukum kepada penerima 

bantuan, anggarannya wajib dialokasikan hingga perkara tersebut 

memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

IV. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

Terhadap Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, 

setelah mencermati Laporan Panitia Pembahasan Ranperda dimaksud, 

kami dari Fraksi Gerindra menilai : 

1. Rabies atau penyakit Anjing Gila adalah penyakit hewan menular 

yang disebabkan oleh virus, bersifat akut karena menyerang susunan 

syaraf pusat pada hewan berdarah panas maupun manusia yang 
menderita. 

2. Rabies sangat ditakuti karena bersifat zoonosis dan merupakan 

penyakit yang sangat berbahaya apabila gejala klinis yang timbul 

selalu diikuti dengan kematian baik pada hewan maupun manusia 

dan sampai saat ini belum ada obatnya. 

3. Semua hewan berdarah panas dapat menularkan rabies. Anjing, 

kucing dan kera termasuk hewan yang sangat bcrpotensi dalam 

menularkan rabies dan lebih dari 90 % kasus rabies di Indonesia 

ditularkan oleh anjing, sehingga anjing menjadi obyek utama dalam 

pemberantasan rabies. 

4. Mengingat akan bahaya rabies terhadap kesehatan dan ketentraman 

masyarakat Sumatera Barat karena dampak buruknya diakhiri 

dengan kematian maka kehadiran Perda Pengcndalian dan 

Penanggulangan Rabies ini menjadi penting guna menekan endemis 

dan daerah sporadik penyakit hewan yang bisa membahayakan 

kesehatan masyarakat. 

5. Kami dari Fraksi Gerindra menyatakan sikap SETUJU untuk 

menetapkan Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies ini 

menjadi PERDA, dengan catatan : 



a. Pemprov Sumbar melalui Dinas Terkait dapat melakukan proses 

pendataan terhadap jumlah hewan ternak yang mengandung 

rabies di kabupaten dan kota secara lebih akurat; 

b. Pengawasan lalu lintas terhadap setiap pemasukan clan 

pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Sumatera Barat, 

harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari Gubernur atau 

Pejabat yang ditunjuk dan disertai dengan surat Kesehatan 

Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies serta syarat lain 

yang ditetapkan oleh Gubernur. 

c. Sosialisasi penanggulangan rabies dapat lebih in tensif melalui 

berbaga.i media untuk menyebarluaskan informasi 

penanggulangan rabies yang diatur dalam Perda tersebut. Dari 

sosialiasi diharapkan masyarakat paham dan mengerti tentang 
pentingnya segala informasi yang berhubungan dengan rabies 

serta cara-cara penanggulangannya. 

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi sebagai bagian tak 

terpisahkan dari Pendapat Akhir ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan 

DAPAT MENERIMA 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah 1 yang dimaksud 
untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. 

-+ Hadirin, Sidang Paripurna yang Kami Hormati 

Demikianlah 
terhadap 41-(empat) 

~ 

penyampaian pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra 

Ranperda tersebut\ Akhirnya, kami mohon ampun kepada 
Allah SWT. ~~ 'j_~ 

Dengan kerendahan hati, kamiJ juga menyampaikan permohonan maaf 

pada hadirin dalam sidang paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata 
dan penyampaian kami. 

Tak ada gading yang tak retak dan kesempurnaan itu adalah milik Allah 
semata. Semoga kita semua selalu diberikan Taufiq dan Hidayah-Nya. 

Wabillahitaufik wal hidayah. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Salam Indonesia Raya l l l 
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FRAKSI PARTAI NasDem 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

Alamat: JI. Khatib Sulaiman No. 87 Padang 

Pendapat Akhir 
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap RANPERDA 
1. Penyelenggaraan Bantuan Hokum 
2. Pengendlalian Dan Penanggulangan Rabies 
3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 

Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau 
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

Yang Kami Hormati : 

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Desember 2014 

Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD. 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami 

muliakan. 

.. 

AlhamduliUah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin 

wa'ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanna 

Muhammadan Abduhu Warasulluh laanabiaba'da Allahuma Sali'ala sayidina 

Muhammad Wa 'ala ali sayidina Muhammad. 



Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha dan 

karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat 

Paripurna hari ini, dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi Terhadap 

RANPERDA: 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

2. Pengendalim1 Dan Penanggulangan Rabies 

3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian 

Y ayasan Beasiwa Minangkabau 

4. Pemberian Air Susu lbu Eksklusif 

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi jm1jungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW, yang telall mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka 

bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rallmat untuk sekalian alam. 

Melalui kesempatan yang berballagia ini izinkanlall kami menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telall memberikan kesempatan kepada kami 

untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat 

terhadap 4 RANPERDA ini. 

Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dilakukan haruslall menyentuh orang atau 

kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena 

terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. 

Pengaturan mengenai Penyelenggaran Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah merupakan 

jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Sumatera 

Barat. Keadilan adalah hak dac;;ar manusia yang yang patut dihormati dan dijamin 

pemenuhannya. 

Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan 

suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari 

berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang 

adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. yang hendak 



diutamakan dalam peraturan daerah ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (socialjustice) 

bagi seluruh w:arga negara. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti negara harus 

menggunakan seluruh sumberdayanya tennasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan 

administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Salah satu ciri 

pada suatu negara hukum yang demokratis adalah adanya pengakuan dan jaminan terhadap 

persamaan dihadapan hukum (Equality Before The Law) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 

menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum 

2. Pengendalian Rabies 

Dengan telah disahkan dan cliundangkan Ranperda rabies pemerintah daerah bisa 

mempercepat penanggulangan penyebarnn rabies baik melalui sosialisasi, vaksinasi maupun 

eliminasi anjing liar. masyarakat perlu berhati-hati memelihara anjing, terutama penghobi 

arymg. 

Perda diharapkan bisa memaksa masyarakat untuk mengubah pola pemeliharaan anjing 

mereka. Dengan pola pemeliharaan yang baik praktis bisa menekan penyebaran rabies. 

W alaupun masih dalam masa penyelesaian, perda rabies ini secepatnya disosialisasikan. Ini 

pertimbangan ancaman perluasan rabies makin cepat. agar bisa diterima masyarakat, 

sosialisasi perda rabies memerlukan waktu cukup lama. perda rabies memang bisa mengikat 

masyarakat untuk memelihara anjing sesuai aturan pemerintah. 

Perda rabies ini diharapkan benar-benar memiliki kekuatan untuk mengatur masyarakat. 

Ini terutama secara efektif bisa melarang masyarakat untuk meliarkan anjingnya. Melihat 

begitu penting perda rabies tersebut pemerintah yang berada di legislatif dan eksekutif 

memberikan perhatian penuh terhadap penyelesaian perda rabies. 

3. Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tabun 2009 Tentang Pendirian 

Y ayasan Beasiwa Minangkabau 

Dari pembahasan yang telah dilaksanakan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang 

pendirian yayasan beasiswa Minang Kabau tidak sesuai aturan yang diamanatkan pada pasal 

76 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dimana tidak boleh Pemerintah 

daerah membentuk yayasan. Berdasarkan hasil pembahasan Tim Pembahasan 



merekomendasikan penambahan waktu pembahasan mengenai Ranperda pencabutan Perda 

Nomor 4 tahun 2009 tentang pendirian yayasan Beasiswa minang kabau. 

4. Pemberian Air Susu lbu Eksklusif 

Berdasarkan PP No. 33/2012 mengenai hak menyusui bagi ibu dan pentingnnya ASI 

Eksklusif perlu adanya peraturan daerah untuk mendukung peraturan tersebut. Peraturan 

Daerah yang mengatur keberadaan tempat khusus untuk para ibu memberikan ASI (air susu 

ibu) kepada anaknya. Dilihat dari pentingnya seorang anak mendapatkan ASI minimal 8 kali 

dalam sehari. 

Diharapkan dengan adanya Perda yang mengatur pemberian air susu ibu eksklusif, ibu 

dapat kapan saja dan dengan nyaman untuk memberikan ASL Tidak lupa juga untuk 

melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dari perda sehingga masyarakat terutama ibu yang 

menyusui mendapatkan haknya untuk menyusui dengan nyaman dan bayi juga mendapatkan 

haknya untuk mendapat ASI secara eksklusif dengan dukungan fasilitas dari pemerintah. 

Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati 

Demikianlah beberapa pandangan dan saran dari Fraksi Partai NasDem kiranya mendapat 

perhatian dari kita bersama, dan selanjutnya Fraksi Partai NasDem setelah melalui rapat yang 

diadakan pada hari Jumat 19 Desember 2014 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 

dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang : 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

2. Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies 

3. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

Khusus untuk Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian 

Yayasan Beasiwa Minangkabau kami Fraksi NasDem menyetujui penambahan waktu 

pembahasan. 



Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati 

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat 

yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripuma ini, jika ada hal yang kurang berkenan di hati 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allahjua kami mohon ampun. 

Wabillahi Taufi.q Wal Hidayah 

Fraksi Partai NasDem 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

/7/1"'------_ 

Padang, 22 Desember 2014 

............................................. 
Juru Bicara 

Dr. Risnaldi, S.Ag., MM 
Ketua 

Murdani, SE., MM 
Sekretaris 
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PENDAPAT AKHIR 

FRAKSIPARTAIHANURA 

TERHADAP 

4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

TENTANG 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH SUMATERA 

BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG 

PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

Disampaikan pada sidang Paripurna 

Senin, 22 Desember 2014 

Dibacakan oleh 

TAUFII< HIDAYAT, SE 
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Bismillahhhirahmanirrahim 
Assalam'alaikum Wr. Wb 

Yang kami hormati 

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

- Sdr Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat. 

- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda 
Provinsi Sumatera Barat 

- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Mengawali Pendapat Akhir ini, marilah kita memanjatkan puji dan 

syukur kehadirat ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karuniaNYA, hari 

ini kita hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat terhadap : 

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

3. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian 

Yayasan Beasiswa Minangkabau 

4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu lbu Ekslusif 

Shalawat beriring salam, juga kita persembahkan pada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta 

bimbingan kepada ;semua umat dalam mengarungi kehidupan di dunia 

dan kehidupan di akhirat Allahumma Salli 'Alla Muhammad, Wa 'Alla ali 

Sayyidina Muhammad. 

Pada kesempatan ini lzinkan kami mengucapkan terima kasih 

kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada 

kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura 
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terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Setelah kami membaca dan mempelajari Laporan penyamaan 

persepsi terhadap hasil pembahasan 4 (empat) Ranperda maka kami 

dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami 

anggap penting dalam rangka Pengambilan keputusan terhadap 4 

(empat) Ranperda dimaksud antara lain sebagai berikut : 

I. PENYELENGGA.RAAN BANTUAN HUKUM 

1. Kami dari Fraksi Partai HANURA berharap dengan disyahkannya 

ranperda ini nantinya akan dapat melindungi hak azazi 

masyarakat yang tidak mampu akan kebutuhan hukum secara 

penuh, kesamaan dihadapan hukum di realisasikan dalam bentuk 

memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin/tidak 

mampu, sehingga masyarakat tersebut tidak mengalami kesulitan 

untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh 

ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak - hak 

konstitusionill mereka. 

2. Untuk pengaturan secara teknis, diperlukan peraturan gubernur 

dan sebaiknya tidak tumpang tindih dengan peraturan Kab/Kota 

serta dalam pelaksanaannya tidak terjadi duplikasi antara 

pemerintah provinsi dan kab/kota, dan diharapkan kepada pihak­

pihak terkait agar mengimplementasikan perda ini secara baik 

dan benar. 

3. Penyelenggaraan dari Bantuan Hukum tersebut harus sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan 

serta tata cara yang telah ditetapkan sebelumnya.Setiap 

pelanggaran pada Perda ini harus diberlakukan sanksi yang tegas 

sesuai dengan peraturan yang terkait sehingga memberikan efek 

jera bagi siapa saja yang melanggarnya. 
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4. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisai perda ini ke l<ab/Kota untuk 

penyamaan persepsi, pemahaman dan implementasinya, 

sehingga hak-hak konstitusional orang /kelompok orang miskin di 

Provinsi Sumatera Barat dapat terjaga sebagaimana mestinya. 

II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN RABIES 

1. l<ami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar sangat 

mendukung sekali ditetapkannya Ranperda Pengendalian dan 

Penanggulangan Rabies menjadi Perda, dan kami berharap 

nantinya perda ini akan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya pengendalian dan 

penanggulangan rabies yang bisa dilakukan melalui kegiatan 

pengindentifikasian, pencegahan, pemberian vaksinisasi pada 

hewan pembawa rabier (HPR), pengamanan dan pemberantasan 

penyakit rabies yang dilakukan bersama-sama dengan 

pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 

2. Dengan disyahkannya ranperda ini menjadi perda, diperlukan 

koordinasi dan sinergitas program Dinas Peternakan provinsi dan 

kab/kota serta otoritas Veteriner provinsi dan kab/kota dalam 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama 

pelayanan vaksinisasi pada hewan pembawa rabier (HPR). 

3. Kami juga berharap Perda ini segera disosialisasikan kepada 

komunitas masyc1rakat pemelihara HPR untuk memeriksakan 

secara berkala dan memberikan vaksin serta cara pencegahan 

dan tindakan pertolongan pertama kepada masyarakat yang 

memelihara HPR dan masyarakat umum dengan melibatkan 

peran serta tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi 

terse but. 

4. Sebaiknya Pemprov melakukan koordinasi dengan provms1 

tetangga terhadap lalu lintas HPR dan memastikan HPR itu telah 

dilakukan vaksinisasi oleh instansi terkait dengan melampirkan 
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sertifikasi bebas rabies yang dikeluarkan instansi berwenang dari 

tempat asal HPR tersebut. 

Ill. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU 

1. Kami dari Fraksi Hanura berpandangan bahwa yang diper~ukan 

saat ini adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Perda 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 

Minangkabau tersebut dengan melakukan Revisi pada bagian­

bagian tertentu yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan 

atau yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 

IV. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

1. Menyusui adalah memberikan awal terbaik dalam hidup anak 

dan membantu untuk melindungi kesehatan bagi tubuh anak. 

Dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda c.Jiharapkan 

nantinya akan dapat menjamin pemenuhan hak bayi untuk 

mendapatkan ASI Ekslusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 

6 {enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan 

perkembangr,nya. 

2. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar juga berharap 

nantinya Perda ini akan dapat meningkatkan peran serta 'dan 

dukungan keluarga, masyarakat, Badan Usaha, pemerintah 

provinsi dan kab/kota terhadap pemberian ASI Ekslusif. 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, dengan 

mengucapkan Bismilahirohmanirrohim, kami fraksi Partai HANURA 

dapat MENERIMA DAN MENYETUJUI 

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 
3. Ranperda tentang Pemberian Air Susu lbu Ekslusif 
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Untuk ditetapkan menjadi Perda dan mengusulkan untuk merevisi 

kernbali Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian 

Yayasan Beasiswa Minangkabau. 

Kiranya saran- saran yang kami paparkan diatas, dapat menjadi 

pedoman tambahan dan pertimbangan bagi kita bersama di masa-masa 

yang akan datang. Mohan maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat 

kekeliruan atau ketidak sempurnaan dalam pemaparan yang baru. saja 

kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, 

kiranya Pembangunan Sumatera Barat dapat berjalan dengan baik dan 

kesejahteraan yang kita idam-idamkan bersama sesuai dengan amanat 

UUD 45 dapat segera terwujud ranah negeri kita tercinta ini. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mahon maaf atas 

segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan 

petunjuk dan hidayahNYA kepada kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. 

WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU. 

Padang, 22 Desember 2014 

11E
1

TUA 

Sl1L(). 
Dra. Arm i at i 

S£KRETAR1S 

Zus~ti, SE, MM 

Penasehat 

Ketua 

Wk. Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

: Ors. H. Marlis, MM 

Dra. Armiati 

: Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum 

: Zusmawati, SE, MM 

: Taufik Hidayat, SE 
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PcrnL1pat Akhir 
l~'raksi [>p[> J)[>Rl) Provinsi Smm1tern 13cm.1l 

Dalam rangb;,1 Pengambilan KcpuLusan tcrhacbp 4 (crnpal) Ranpcrcla 1cntc1_Dg _ __:_ 

l. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANCAN RABIES 
3. PENCABUTAN ATJ\S PEl<ATUl{AN DAERAII NOlVIOR 4 

TAHUN 2009 TENTJ\NG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU I BU l1~KSLUSTF 

Disarnp,1ib111 pmla Rap,1l P,1ripurn,1 
DPRD Provinsi Su1rn1tcra Barnt 

Hmi Sen in Urnggc::l 29 Sh,1for 1436 !I/ 22 Descrnher 2014 :V1 
Juru Bic,u-,1 YULIARMJ\N 

=====--·--- --- _ _;;;;·=-=·;;;;,;;;..===;,;;;_;;;;;_;;;;_;;;;;;.~=-·-· ==·=== ;;;;;;=== 

Yth.Sdr. Cubcrnur Surnc11crn 13c1rnt 

Sdr. Pi111pirnrn drn1 Sclurnh i\nggota DPR[) Provi11si 

Su rnatcra Ba rat 

Sdr. J\ nggota Forum Koo rd inasi Pi rnpi rnrn Dacr:1h Pro vi nsi 

Su ma tern Baral, Kctua Penoadilan Tinooj 0 ::::;:.::, Kctua 

Sdr. Kctua BPK RI Pcrwakilan Sumatcra Barnt 

Seit". Sckrclaris Dacrnh, SUtf' Ahli, Pam /\sistc11, Kcp:dc1 Dirrns 

13acLm, 1-.:.,mtor, L3iro, Lcrnbaga J>rnvi11si Surn,itcra l3'1rnl. 

' / 



Sclr. Pirnpinan Partai Politik, 01·ganisc1si l<.crn,1sy,1rak,1t~m l)cmud,1, 

Ninik l\!l,1rnak, /\lim Ulama, C,1c\iak Panclai, l3undo 

Kanduang, \Vartavvan clan Hadirin yang bcrbahagia 

1v1arilah kita bcrsyukur kcpada Allah S\VT y,rng tclah 

mcrnbcrik,rn rahmat, ridha (icrn karunia-Nya kl:p,1cla kitc1 L111tuk daprn 

rnenghadiri Rapat Paripurna hari ini, dalan1 rangka Pc11yampaian 

Pendapat Akhir Frnksi-fraksi terhaclap 4 (cmp,1t) Ra11pcrd~1 tcntang 

1. Pcnveler11.2) .. !Jll',rn11 13anlua11 l l uku1n .; .._,..._, 

2. Pengencfa I ian dc.111 Pcrnrnggul,rngan Rabies 

3. Pembcrian Air Susu !bu Ekslusir. 

4. Pcncabutan J\tas Pcrd,1 No. 4 Tahun 2009 tcnwng \>cndiri,rn 

Yayasan 13casisv,;a Minangkabau 

Sc I a n.i u t n ya sh a law at chm s a la rn kc pad a N ab i M uh a m n rn d S /\ V/, 

kepacla kcluarga, para s,1hahal scrta umc1l11y,1 y,rng scti,1 mcngikuli 

risalah dan surrnahnya sam1x1i akhir zarnan. 

Fraksi PPP mengucaplcm tcrimalrnsih kcp,1da Pimpirnm Sidang, 

yang tcl,1h mcmbcrikan kcscmpatan kcpada k,rn1i unluk 

rncnyampaikan Pcndapat Akhir Fraksi, dalam rangka Pcngambilan 

Kcputusan tcrhadap 4 (empat) Ranpcrda ini. 

Berdasara k :111 la po 1·2111 h,1s i l pcm hahasan tcrlrnc\;1 p 4 R:rn r)cn!a yrn1t-1, 

diajukan Cubermtl' tangg,il 22 Oktobc1· 20 l 4, yang c1kan kitd 

rampungkm1 pcmbahc1sa1rnyc1 cfalam Rap,1t Pmipurna hmi ini., hanya 3 

(tiga) Ranpcrcla Sc1ja kccuali, R,rnpcrc!a tcntrn1g PcncabuU111 Pcratur,111 

Dacrah Propinsi Sunrntcn1 13:1r'-1t Nomor ~r Tahun 20()9 kntcrng 



Pendirian Yayasan Bcasiswa Minangkabau bclum cfopat putusan chm 

masih pcrlu pcndalaman f':1~')cmbahasan sclanjutny,1. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan lladirin Yang lrnmi llormati, 

1. Ranperda tentang Penvelenggaraan Bantuan f-l11kum 

Dari hasil penycrapan aspirasi dan kcluh kcsah masyarakat 

tcrhadap berbagai masalah Hukurn yang dihaclapinyc1, f PPP 

sepcnclapat denoan b kchadirn11 

Pcralurnn Uacrah tc11tang [>cnyclcnggma~rn l3m1lw111 11 ukurn ini, 

sangat clitunggu olch rnasyarakat khususny,1 masyar:1kc1t ticbk 

mampu clan sckaligus implcrncntasi 11cg,1I',1 illlkt1111 y,m)! 

mcngakui d,111 mcli11dungi scrta rncn_imnin hak (1s:1si 

ncgara akan kcbutuhan ,1kscs tcrhaclap kcad i Ian dan kcs,1mcrnn cl i 

had a pan h u k um. Sc la rn:t 1111 nrns y,ll"akat mi ski 11 ban yak 

mcng:.-1lami bcrbagai hukurn, tapi ticbk bc1·daya 111c111hawany,1 

kc pcngacl i Jan untuk mcm pcm !ch kcacl i [;_111 clan ke1x1sti an hukum 

discb,1bkan olch bc1·ba~ai kctcrb,1tas,rn. Dah1m kornlisi v,1rn_1__ 
~ . ~ 

elem i k i ,lll tcrscbut 11wsv,n:1k,1t rn isk in 111c1,gh:1cbpi 11y:1 dc11g:rn 

pasn1h dan apa adanya scrta mcncrirna kcaclaan itu scbagai 

musibc1h dan takdir. 

L3crdasmkan kctcntwrn pc1sal 19 ayaL (2) U U No. l 6 Tahu11 

2011, ten tang Bantuan F--Iukum bahwa Pcnyclcnggan1c1n Bantuan 

Hukum dintur dengan Pcrclc1, rnc1l<:a dengan 11cbnyan Pcrclc1 ini ak,111 

menjadi d,1sar bagi Pcmcrintah Provinsi Sumatcra B:m.1t untuk 



melaksanakan hak konstitusiorn1\ warga ncg,1rn di bidang bantuan 

hukum khususnya bagi ornng atau kelompok rnasyarnk,1t rniski11 

untuk rnernbantu rncnyelcsa i kan pcrkara y,111g di hadapi11ya, bai k 

perkara Pidana, kepcrdataan dan Tata Usaha Negara. lkgitu pula 

dalarn peng;:dokasian dan tatc1 cara penyalun:111 dana bantu,111 huku111 

yang dianggarkan dalarn AP13D Surnatera Baral. 

Agar Perda ini mencapai sasaran dan tidak diskrirninati r, 
Pemerintah Daernh dcng,rn scgenap aparnturnya perlu rnclakukrn1 

sosialisasi kcpc.1cla masymal«1t ke pclosok pcndcs,1,111 untuk 

menghindari adanya anggc.1pan bahwa bantwrn hukurn ini aka11 

diberikan kcpada rnasyarakat tcrtcntu saja. 

Disarn11ing itu Tirn [)cngawas supay,1 bc11,l1'-bcrn11" bcrl'ung:-;i 

dalam rangka mclakukan pcngawasan schingga pcnyclcnggaraan 

bantuan hukurn hcnar-bcmff dirnsakan mant:iatnya olch rnasyarak,1t 

miskin yang mcnghaclapi pcrkc.ll'c.\ hukum. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Vang kami llonuati 

2. Ranperda 

Rabies. 

te11ta110 h Pcngendalian dan Penan~gulangan 

Dcngan tel ah sc lcsa i nya pcmbahasan Rrn1pcrda i 11 i d iti ngk,ll 

Pansus dan gabung,rn Komisi, Kc1111i dari 

mengapresic.1sikan Ranpcrda ini ditctapkan rncnjadi J>eratur~rn Dacrnh. 

Hal ini kami sampaikan karcna berdasarkan data dari Kcrnentcrirn1 

Pcrtanian b;.1hw,1 Surnatua ls;_1rc1t tcrmasuk scil;.1h salu [)nwinsi 1.011:: 



merah endcmis rabies, begitu juga data dari Di1ws Kcsch:1Urn J>rnvinsi 

Sumatcra Bara( tcrdapat 6 ornng korban rnbics p:1da tc1hu112014 ini. 

l'v1a!G1 schubungan dcngcm itu ada bcbcr,1pa ha! yang i11gin karni 

sampaikan dalam pelaksanaan Pcrda ini, diantarnnya : 

I. Diharnpkan Dinas tcrk,1it rnempcrkctat proteksi rn,1sukny,1 

HPR. (l-kwan [)crnil,11' Rc1bics) kc Su111,1tcra B,ir,1t, tcrnt;_1n1,1 

didaerah pintu gcrbang perbatasan kmena sampai saat ini 

masuknya I-IPR masih bcbas dan tanpa harnbatan. 

2. Agar Dinas tcrkc.1it mcnrnksimalkan v,1ksinasi !IPR y,rng ,1d,1, 

dan yang tic.bk bisa divaksinasi agar di111usrn1hkan. 

3. Perl u koord i nasi yang maksimal dan tcrcncana cbri Di rn1s 

tcrka it sangat di per! u brn agar bis,1 bckc1j a scc;11·;1 bcrs,1 mr1-­

sarna, sch i ngga pcngcncla l ian clan pcnanggu lang,rn tcrlaksan,1 

dcrn2an baik dan cl'cktir schinL!)la Sumatcra 13mat tcrbcb,1s 
~ ~~ 

dari Endcrrn is Ra bics. 

4. Pcmeri ntah Dacrah scgcra mcnycd iakan tern pal-tern pat 

I-ms us ra b ics cla pat Lcrtangan i dan lcrlo I ong sccm,1 u· p,1 l u n lu k 

mcnghindari kc_jac.li,111 y;_rng lcrburuk, tcrulanrn clc11ga11 car;_1 

lcbih mcndckatkan pusat layanan kcp,1da rnasyarakc1t. 

Sclr. Gubernur, Pimpinan dan l·Iadirin '\':rng kami llorrnati 

3. Ranperda ten tan~; Pemberian Air Sus11 lbu Ekslusif 

Samp,1i saat ini pcnych,1b utcmrn bayi (!;_111 haliti.1 ,1cl,1l:il1 diarc clan 

pncurnonia clan lcbih d~ll'i 50% kcm,1ti;_111 bc1liL:1 clicL1s,1ri olch 



kurang gizi. Pcmbcrian J\Sl sccarn ckslusi r (/\SI s,1.ia) sclama 6 

bulan d,m ditcrnskan scl,m1a 2 tahun disamping pcrnbcrian 

makanan pcndarnping tclah tcrbukti sccarn ilmiah scb,1gai salah 

satu intcrvcnsi cfoktif' da1x1t mcnurunlrnn angka kcrnatian bayi. 

Dikctahui AS! kaya dcngan anti bodi schingg<1 c\ap,1t rnclinclungi 

anak tcrhaclap inl'cksi cl,rn alcrgi. AS! juga rncng,rnclu11g foktor­

faktor perturnbuhan yang mcmbanlu usus bcrkcrnb:rng lcbih 

matang, menccgah alcrgi clan kcadaan intolcransi scrt,1 kay,1 

vitamin A. Untuk rncngurnngi kcpc1raha11 in lcksi c.l:rn 111c11ccgal 1 

pcnyakil nrnta. I.). . . J\ ">' l .1 Ll,<_1. :1 1smnp111g 1lu . -" 111cmbanlu 

perk cm Lxmgan scl-scl smaf schingga dc1J;c1l men i nQka tkan 
<._, 

kcccl'das,111 anak. M,1k,1 untuk n1c11crnpl«111 kcscpakaurn. 

bcrbagai kcnrngka k.ct~ja !wk.um untuk upaya pcmlxTian 1\S! 

Ekslusir Lelah ditctapk.,rn Tc1hun 2009 ditctapk.an lJlJ No. 36 

tcntang Kcschatan van() rncnoatur tcnlan() 1Jcrnbcria11 .,; b b b t ;\SI 

Ekslusi r, pada p,1sal l 28. Kcrnudian clmi itu bcrcfas,l!'b111 : 

1. UU No. 3 9 ·rahun 2009 pasal 128 ayat ( 1) clan (2) tcntang 

Kcschatan sccarn tcg,1s mcnyatakan : 

a. Sctiap bayi bcrhak rncndapatkan ;\ir Susu lbu [kslusit' 

scjak dilahirkan sclama 6 (enam) bulan kccuali atas 

indikasi mcclis. 

b. Sc lama pern bcrim1 J\ Sl, pi hak kel uarga, Pemc,-i ntah d,rn 

m::1syarakat hmus mcnclukung ibu bayi scc1ra pcnuli 

clcngan penycdiaan waktu dan fosilit,1s khusus. 



2. Peraturnn Pcmcrintc1h No. 33 Tahun 2012 tcnLrng Pcrnbcria11 

Air Susu Ibu Ekslusif' pasal 4 tentang Tanggu11g Jawab 

Pcmerintah Provinsi dalarn Program Pcrnbcrian /\ir Susu fbu 

EkslusiC. 

Sctelah mclalui penclitic111 c.hrn analisa, dikctc.1hui b;:1ln\,1 kualit,1\ 

/\SI Ekslusif tidak ada bamlingan dcnga11 prnduk st1st1 l'ormul,1. 

Sebag,1imana kita kctnhui kebcradaan produk susu formula 

sudah s,rngat mengkh,1w,1lirb111, rnulai cL.1ri cam cL\11 bentuk 

prornosi scl"t,1 b011w;-ho11us yang sangat rncngiurk,lll clihcrik,111 

olch produscn, b,1ik kcpada konsumcn 1rnwpun tcrhadap autlct 

dan tcrnpat pclayanan kcschat,:m. 11vicngi11g,1t tt-c1rny21 111,1syar8k,1t 

sckarnng i11i tcrutc1rn,1 ibu-ibu \VaniL:1 k,1ricr rcml:1h sd.:,1li 

kepcdu lic111 mcnyusu i anaknya. Mak.an ya kc de pan k i la harw; 

mcrn bcri kan pclayarnrn yrn1g pri ma kcp,1cl,1 i bu-i lw, d ibcri 

kernucfoha11 t111tuk mcrnbcrilcm /\SI Lkslusi!' cli111,111,1 s:1_j,1, b,1iL 

ditempat kc1ja/kantor, dip,1sar-pasar atm1 pusat pcrhcLm_jaan clan 

juga di lcrnpat yang rnmai dikun_jungi olch ibu-ihu cbL-1111 

keschmii.rnnya. I)r_:ng,111 cmn ini kita h,1r,1pkm1 untuk 111:1sa-rm1~::1 

vang ,1kc1n dc1lang ,1kan da1x1t kita hara11ka11 su111bcr dm ~t .., ..__, '-..,., .,. 

manusia ya11g scrnakin bcrkualitas dan bcrdaya s,1ing linggi di 

daer,1h kita khusus11y;1 Su11rntern 13arat. l·'rnksi PPP bcrpc11clap:1t 

bahwa rncmbcrik,111 AS! [~ksklusil' acfalc1h suatu kcputusan y,111~~ 

sangat ccrdas dan strntegis sehingga dalarn jangk,1 panjang 



kualitas gcncrasi rnuda kita akan lcbih tcrj,1min pcrturnbuhan 

clan keschatannya. 

4.Ranpcnla ten tang Pen ca bu tan atas Pcrda No. 4 ta h u n 2009 

tcntang Pcndirian Yayasan Bcasiswa !Vlinangkahau 

Adapun Ranpcrda tcntang Pencabutan alas Perda No. 4 tahun 2009 

tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, karni scpcnda1x1t 

dengan basil 'fim pernbahasan dari Kornisi V bahwa rnasih dipcrlukan 

pendalarnan dan pembahasan lanjutan, dan sclanjutnya akan 

dijadwalkan kernbali o\eh Bamus. 

Sdr. Gubcrnur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Sclan.i utnya bcrdasarkan Ra pat Fraksi PPP tanggal 22 Dcscm bcr 

2014 dcng,111 mcngucapk.an nismillahirrnh1rnmirrohirn k,irni d,11·i 

Fraksi ParU1i Pcrsatuan Pcmbm1gunan rncnyctujui 3 Ranpcrd,1 yaitu : . 

l. Pcnyclcnggaraan Bantu,111 I lukurn 

2. PcnQcmbli;rn dan PcnanQou[,111ocrn Rabies 
~ ~o o 

3. Pcrnberian Air Susu lbu Ekslusif. 

untuk ditct,1plrnn mcnjadi Pcraturnn Dacrah [>rovinsi Sum,1tcr,1 Baral, 

sedangkan Ranperda tcntcrng Pcncabutan atas Pcrd,1 No. 4 t,drnn 200Sl 

ten tang Pcndi rian Yayasc.111 I3casiswa Mi rnrngka bau be! LJI1l dapat 

diputuskan clan akan dijachv::dkc111 kcrnbali olch Bmnus. 



Sdr. Gubcrnur, Pimpinan dan lladirin Vani~ karni llormati, 

Dernikicn1\ah Pcndap,1t 1\khir Frnksi PPP karni s,11111x1ik,rn. 

Teri ma kasih alas segala pcrhatian dan mohon maaf bila tcrdapat hal­

hal yang kurang bcd<enan c\,1\,1111 pcnyampaian Pem:,1pat 1\khir Frnksi 

PPP ini. 

rVa b ii/ah itta t{/ik wa I hi day ah 

Padang,29 Shafor 1436 H 
22 Des cm b(:1· 2014 M 

1:rnksi PPP 
DPRD Propinsi Sumatera L3arat 

Ketua SckrcL:iris 

t/J -
H. Amont Lu bis; S.Sos.l Yuliarrn, 

1. Pcnasehat 
2. Ketua 
., 

\Va ki I Kctua .) . 
4. Sekretaris 
5. Bendahara 
6. /\nggota 
7. /\no got a c,.._, 

8. ;\nnoot,1 c~ 

: Yulfadri Nurdin, SH 
: 1--l. 1\mora Lubis, S.Sos.l 
: ll l1·,1cld,1ti\l,1h, S.Pt 
: Yu\imrnan 
: Syaf'ril llyas, S. 1P 
: H. Mmti,1s Tanjung, S./\g 
: Drs. Novi Yul iasn i Dt. Pad uko R,1.i o 
: Za\man /,mmil, S.Sos 



PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 

PENDAPAT AKHIR 
FRAKSIPARTAIGOLKAR 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
TENTANG 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

RABIES 
')® PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN 
YAYASAN BEASISWA MINANGl<ABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

Yang Kami Hormati: 

Sdr. 

Sdr. 

\'. Sdr. 
Sdr. 

Sdr. 

Gubernur, Pimpinan da11 Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera 
Barat. 
Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. ~,)',.. Mt.l fL'(, ·-f..::~· <,):-..--w,ln.i.,..._ ,;>•,...,1.,1,,, •. , ,7~,,. •\••, l') ,~ . ..,,(.,L,.'\.. 

~epala-BP-K RI PeFWak, la n ·Sttn=ra-1:er-a-Bs.@t 

~ .~, Asisten, f<epala Badan/Dinas/l<antor/Biro di 
Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat se,-ta Pimpinan 
BUMN/BUMD. 
Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan 
hadirin yang kami muliakan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah 

swr yang telah memberikan Rahmat dan f<arunia-Nya sehingga kita 

dapat hadir diruang sidang yang terhormat ini dalam rangka 



- L -

melaksanakan Rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang: 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies. 
3. Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. 
4. Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. 

Sholawat bese,-ta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan 

kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para Sahabatnya 

dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman 

kegelapan kepada zaman yang berilmu pengetahuan ini. Aamiin. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati, 

Terlebih dahulu, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan 

yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar· untuk 

menyampaikan Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Prov. 

Sumbar di ruangan yang terhormat ini. 

Selanjutnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada 

rekan-rekan Fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kesempatan 

dan kepercayaan untuk menyampaikan Pendapat Akhir ini. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan 

"Selamat Hari Ibu" kepada Ibu-Ibu di seluruh Indonesia, semoga 

perjuangan Ibu-Ibu didalam misi pembinaan keluarga dan M.wju1 

pembangunan bangsa rnendapatkan nilai ibadah di Sisi-Nya, Aamiin. 



Sdr. Gubernur, Sdr. Ketua, Hadirin Sidang Paripurna yang 

berbahagia, 

Sebelum kami memberikan pendapat akhir maka izinkan kami 

menyampaikan saran dan pendapat terhadap k@@:Alf:Jot Ranperda 

tersebut sebagai berikut: 
i~J--·a ., 

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukurn. 

a. Dalam pemberian bantuan kepada masyarakat kurang 

mampu yang tersangkut dengan masalah Hukum, kami Fraksi 

Partai Golkar mengharapkan betul-betul dapat kita bantu 

secara Proposional dan kami sarankan agar dana yang telah 

dianggarkan sebanyak Rp 90.000.000,- dapat ditambah 

didalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 

b. Kami tetap mengharapkan Penyuluhan Hukum Pidana dan 

Perdata yang sering dihadapi masyarakat agar diprogram 

untuk diadakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

dengan melibatkan Instansi lain seperti; Kejaksaan, 

Kepolisian, Pengadilan Negeri dan Pengadilan agama 

sehingga kesadaran hukum masyarakat makin tinggi dimasa 

yang akan datang. 

2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan 

Rabies. 

a. Dengan disahkannya Perda tentang Penanggulangan Rabies 

ini maka kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar 

Saudara Gubernur segera menghimbau Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk membuat 

3 



F R A K S I 
PDI PERJUANGAN, PKB & PBB 

DPRD PROVINSI SUMA TERA BARA T 
Jin. Khatib Sulaiman No.87 Telp. 7057591-3 Ext: 190 

PEND AP AT Al(HIR 
FR.AKSI PDI PERJUANGAN, PI(B & PBB 

DPRD PROVINS! SUMBAR 

TENTANG 
TIGA R.ANPERDA 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PEMBER.IAN AIR SUSU IBU EKSI<LUSIF 

Disan1paikan Oleh : l(omi Chaniago, SH 

Assalamu'alaikum Warohn1atullohi Wabarokatuh, 
Sala1n sejahtera bagi kita sckalian 

Merdeka!!! 

'r Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Surnatera Barat 
"r Yang terhorrnat Sdr. Gubernur Beserta Jajaran Eksekutif 
'r Yang terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 

Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama Provinsi Sumatera Barat 

'r Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat 
'r Yang terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/Bl fMD Provinsi 

Sumatera Barat 

'r Yang terhormat Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, Kepala Dinas, Gaelan Krn1tor, 

Biro clan Lembaga dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat 

Y Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers da11 Hadirin serta 

Undangan Yang Berbahagia 



Sidang Dewan Yang Terhonnat, 

Pertama-tama perkenan kami mengaja~( seluruh hadirin memanjatkan puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, ki\a dalam 

keadaan sehat wal 'afiat dan dapat melaksanakan tugas pada hari ini c!iacara Pendapat 

Akhir Fraksi. Kami Fraksi PDI Pe1juangan, PKB & PBB menyambut baik dan 

hangat terhadap segala usaha dan upaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan 

dalam peraturan-peraturan daerah di segala bidang. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada rasulullah SAW, beserta 

keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana 

mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, schingga kita dapat 

meneladani beliau untuk mewujudkan Sumatera Barat yang baldatun Toyyibatun wa 

Robbun ghafur. 

Saudara Gubernur, Pi111pinan dan Anggota Dewan Yang Terhonnat, 

Setelah menjalani serangkaian Rapat Ke1ja dan Rapat Panitia (Panja) dengan 

Pemerintah dalam Rangka Pembahasan: 1) Ranperda Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum, 2). Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, 3) Ranperda 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan di 

komisi-komisi dengan Pemerintah, maka tibalah saatnya kita rneberikan Pendapat 

Akhir sebagai wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyatakan sikapnya di clalam Rapat 

Paripurna untuk pengambilan keputusan. 

Sidang Dewan Yang Terhonnat dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia 

Selama pengkajian, terutama dengan diselesaikannya pembahasan bcrsama Komisi­

komisi dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat terhaclap tiga (3) Ranperda terse but 

di atas, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB berpendapat: 

1. Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Berdasarkan kepada Konstitusi, yang menjamin hak setiap warga negara 

mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk 

mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum, dan sebagaimana telah 

dibahas di Komisi I, dengan kesirnpulan bahwa dapat memahami adanya perda 

ini untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan dacrah dengan cntatan-catan dan 

menyarankan perlu dilakukan sosialisasi kc Kabupatcn/Kota untuk 

menyamakan persepsi, pemahaman dan inplementasi Perda tersebut, bcrtitik 
tolak pada ha] ini kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB 



berkesimpulan bahwa Ranpercla ini dapat untuk di sahkan menjadi Perda 
dengan didampingi Peraturan Teknis melalui Peraturan Gubernur 

2. Raperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 
Kami mernberikan rnasukan kepada Pernerintah tentang; 

l) Adanya Pos Pengawasan disetiap perbatasan lalu l intasnya/rnasuknya 

hewan peliharaan khususnya anjing yang digunakan sebagai hobi berburu 

oleh banyak rnasyarakat Sumbar, dengan fungsi pengecekan tentang 

kesehatan hewan tersebut sebelum dipelihara oleh masyarakat atau 

dipergunakan rnenjadi hewan peliharaan untuk hobi berburu, 

2) Karena Perda ini sudah didahului oleh beberapa daernh Kab/Kota di 

Sumbar maka diharapkan Perda ini juga merupakan Payw,g Hukurn bagi 

perda--perda di Kab/Kota nan~inya 

3. Dan Ranperda Pcmberian Air Susu Ibu Ekslusif 

Kami menyadari Ranperda ini lahir di tengah perkernbangan pandangan 

terhadap nilai dan gerakan menyusui dengan ASI Eklusif oleh ibu bagi bayi, 

yang dirasakan manfaat pemberian asi ekslusif pada bayi adalah sangat tepat 

dalam perkernbangan masa depan anak dikemudian hari. 

Kami menyadari juga bahwa pemberian ASI Eklusif mengalami pasang surut, 

termasuk dukungan jajaran kesehatan, instansi terkait dan keluarga, dan juga 

ikut campurnya kampa~1ye susu formula di banyak media mcnjadi penyebab 

rendahnya cakupan angka pernberian ASI Eklusi f, 
Mengingat hal tersebut di atas kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB dapat 

menerima Ranperda ini untuk dij adikan Perda. 

Terakhir karena tertumpangnya harapan meningkatnya kesehatan bayi maka 

kami Fraksi PDI Pe1juangan, PKB & PBB mengingatkan kepada Pemerintah 

dalam pelaksanaan Perda ini Pemerintah harus memper'cegas Fungsi 

Pembinaan dan Pengawasan agar perda ini dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan maksud dan tujuannya 

Yang terhormat Saudara Gubernur berserta jajarannya, 
Hadirin yang ka1ni nnilyakan 

Setelah penyampaian pendapat, saran, dan penilaian tcrhadap tiga (tiga) rancangan 

peraturan daerah ini dan dari pencermatan sebagaimana dikemukakan tadi, sekali lagi 



kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB &PBB menyatakan dapat menyetujui 3 (tiga) 

Ranperda ini untuk dijadikan sebagai Perda. 

Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terimaksih 

dan penghargaan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I, II, V dan 

Pemerintah sehingga pembahasan tiga (3) Ranperda ini dapat be1jalan dengan lancar. 

Terima kasih. 

Sidang Dewan Yang Terhonnat, 

Demikian penyampaian Pendapat akhir Fraksi PDI Pe1juangan, PKB & PBB DPRD 

Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan 

kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata 

yang kurang berkenan kami mohon maaf. 

Vv'assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

MER.DE KA!!! 

Padang, 22 Desember 2014 

FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.All PROVINS! SUMBAR 

PERIODE 2014-2015 

Ketmr Sek.re tar~~ 

~----~------} //), /~ 
ALBERT HENDRA LUKMAN, SE ~ Ml CHANIAGO, SH 

KOMI CHANIAGO, SH 
Juru Bicara 



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

(FRAKSI PKS) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

~1~1~I~ .:~ 
~ ... 

PENDAPAT AKIIIR 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

TENTANG 

A. Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum 

B. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

C. Ranperda Air Susu Ibu Eksklusif 

Bismillahirrahmani 

Assa/amu 'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh .. 

I Yth. Saudara Gubemur Propinsi Sumatera Barat 

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat 

iHFMfff 

• 

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta 

Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat 

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan, 

Kantor,Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik, 

LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. 

Segala puji bagi Allah Azza wa Jal/a, yang telah melimpahkan rahmat clan 

nikmat kepada kita sekalian, S halawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada 
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uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga clan para sahabat yang 

setia mengikuti sunnahnya, Amin .. Beliau telah mengajarkan kepada kita kepada Ibu 

dalam sebuah riwayatnya, salah satu riwayat Bukhori clan Muslim dari Abu Hurairoh 

RA, seseorang datang kepada Rosulullah SAW clan berkata wahai Rosulullah, kepada 

siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, Ibumu! Dan orang 

tersebut kembali bertanya, kepada siapa lagi ? Nabi menjawab, Ibumu! Orang itu 

bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab Ihumu, Orang tersebut 

bertanya kembali, kemuadian siapa lagi, nabi SAW menjawab kemudian Ayahmu. 

Melalui Forum paripurna ini F-PKS mengucapkan selamat hari Ibu, semoga 

Kita memposisikan Ibu sebagaimana yang di anjurkan Rosulullah SAW dalam 

riwayatnya di Atas. 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang 

yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Frrksi PKS DPRD Propinsi 

Sumatera Barat menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait dengan 3 ranperda yang 

telah kita bahas bersama pada beberapa waktu yang lalu. 

Pembahasan tiga ranperda ini telah melalui tiga tahapan, pada ketiga tahapan 

tersebut banyak dinamika yang berkembang, sehingga ranperda awal yang diajukan 

oleh pemerintah daerah telah mengalami beberapa perubahan dalam rangka 

penyempurnaan serta mengakomodir berbagai masukan yang disampaikan oleh 

berbagai fihak kepada DPRD. 
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Sesuai dengan tahapan pembahasan maka pada saat ini sampailah kita pada 

tahapan akhir dari pembahasan, yaitu pengambilan keputusan. 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 

Terhadap materi clan substansi isi dari ranperda yang kita bahas ini fraksi PK.S 

tidak lagi akan mengkritisinya karena pada pembahasan sebelumnya kita telah 

menuangkannya dalam pasal demi pasal, maka pada kesempatan ini kami hanya ingin 

menyampaikan beberapa catatan clan saran, sesuai dengan urutan ranperdanya yaitu 

sbb: 

Gubernur, Pimpinan clan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 

A. RANPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

1. Dalam ranperda ini di amanatkan beberapa peraturan 

gubernur yang harus diterbitkan sebagai penjabarannya, 

fraksi PI<S berharap kiranya peraturan tersebut dapat 

disiapkan sesegera mungkin agar bisa secepatnya aplikatif, 

karna sesungguhnya ranperda penyelenggaraan bantuan 

hukum ini di siapkan bagi masyarakat miskin yang 

membutuhkan bantuan hukum dalam menghadapi perkara 

yang melilit mereka, clan kondisi saat ini cukup banyak 

masyarakat yang membutuhkannya. 
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2. Pemerintah daerah diminta untuk mensosialisasikan kepada 

masyarakat, bukan hanya ranperda nya saja akan tetapi juga 

semua peraturan yang mendukungnya sehingga ketika di 

sosialisasikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang 

utuh dalam pelaksanaannya. 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin 

yang saya hormati 

B. RANPERDA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

RABIES 

Setelah kami mendengarkan pemaparan dari panitia khusus yang 

membahas ranperda pengendalian clan penanggulangan rabies, kemudian 

mempelajari naskah akademik serta draft pasal demi pasal ranperda 

pengendalian clan pena~ggulangan rabies, maka kami dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Rabies merupakan virus mematikan, dimana dari data yang 

disampaikan bahwa serpanjang sejarah baru satu orang yang bisa 

diselamatkan dari serangan virus ini diseluruh dunia. Hal ini juga 

dibuktikan dari seluruh korban yang positif terserang virus rabies 

tahun 2014 di Sumatera Barat, semuanya meninggal dunia. Dari 

dokumen video yang ditampilkan oleh dinas kesehatan provinsi 
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sumatera barat terlihat bahwa korban rabies begitu menderita clan 

kematiannya sangat menyedihkan. 

2. Sumatera Barat merupakan salah satu dari empat provinsi yang 

masuk dalam zona merah kasus rabies di Indonesia. Hal ini 

awalnya menjadi pertanyaan, karena dibanding 3 provinsi lain 

yang termasuk zona merah, hanya sumatera barat lah satu-satunya 

provinsi yang mempunyai filosofi adat basandi syarak clan syarak 

basandi kitabullah, dimana secara teori seharusnya sumatera barat 

tidak masuk zona merah kasus rabies. Setelah dianalisa kondisi ini 

terjadi karena di Sumatera Barat ada komunitas hobby buru babi 

yang melibatkan anjing sebagai hewan peburu yang termasuk 

Hewan Pembawa Rabies (HPR) utama. Sehingga di Sumatera 

Barat ada kesulitan dalam pengontrolan keluar masuknya HPR ke 

Sumatera Barat. 

3. Dari draf ranperda awal yang diajukan, kontennya hanya memuat 

aturan terkait dengan pengendalian HPR Saja. Akan tetapi setelah 

kerja pansus selesai ternyata ranperda ini juga mencakup aturan 

terkait dengan korban rabies dalam hal ini manusia yang terkena 

rabies. Begitu juga dari jumlah pasal, yang semula hanya 15 pasal 

bertamb2.h menjadi 31 pasal setelah hasil kerja pansus seselesai. 

Kami dari fraksi PKS dalam hal ini memberikan apresiasi kepada 

pansus yang telah serius membahas ranperda ini. 

Gubernur, Pimpinan clan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 
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C. RANPERDA PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

ASI sebagai mak:anan awal yang paling utama clan ajaib bagi bayi yang 

baru dilahirkan agar tumbuh menjadi manusia yang lengkap clengan kelebihan -

kelebihan sesuai potensi yang climilikinya sejak lahir baik aspek jasmani maupun 

mental rohaniahnya. Maka pacla rapat paripurna yang mulia ini FPKS sangat 

menclukung untuk segera di syahkan ranpercla ini untuk menjadi peraturan 

daerah propinsi Sumbar. Sebagai penekanan terhaclap isi/ subsatansi clan 

semangat perda ini kami menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi 

perhatian kita yaitu sebagai berikut : 

1. Percla ini memberikan perlinclungan clan hak istimewa bagi ibu yang 

menyusui sehingga menclapat kemuclahan clan fasilitas untuk 

memberikan ASI eksklusif kepacla bayinya paling seclikit sampai usia 

6 bulan tanpa acla makanan tambahan sedikitpun. 

2. Dalam Percla juga melarang keras tenaga kesehatan terlibat secara 

langsung atau ticlak langsung clalam mempromosikan susu formula 

kepacla ibu menyusui. 

3. Percla ini juga mengharuskan seluruh lembaga clan !rnntor-kantor 

pemerintah clan swasta serta lembaga pencliclikan, menyecliakan ruang 

clan waktu khusus menyusui bayi yang konclusif clan dilengkapi 

clengan alat-alat yang memadai seperti kulkas, alat perah susu, kursi 

clan meja clan sebagainya. 

4. Perda ini juga membatasi proclusen susu formula clalam.mengiklankan 

procluknya. Khususnya untuk bayi usia 6 bulan kebawah. 
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5. Berharap perda ini nantinya menjadi payung hukum bagi kota 

kabupaten untuk membuat perda yang sama clan lebih aplikatif 

karena kewenangan izin clan sanksi-sanksi banyak berada di kota clan 

kabupaten. 

Diharapkan pemprov bisa segera menindaklanjuti dengan menerbitkan pergub 

sebagai penjelas clan petunjuk teknis penerapannya sehingga perda ini dapat segera 

dirasakan manfaat, sekaligus apa yang diharapkan dari isi substansi perda ini dapat 

terlaksana di tengah masyarakat, sekaligus ini merupakan pekerjaan mulia bagi 

pemprov bersama DPRD Sumbar untuk menghadirkan generasi masa depan yg kuat 

clan sehat secara jasmani clan berkualitas secara akal clan kecerdasan. 

Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan, semoga menjadi 

perhatian bagi kita semua. Berpedoman dari uraian di atas, sebagai kesimpulan maka 

Akhirnya dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Fraksi PKS dapat 

menerima ke tiga Ranperda ini untuk dijadikan Peratuaran Daerah 

Billahisabilillhaq, Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Padang, 22 Desember 2014 
29 Syawal 1436 H 

Ketua ekretaris 
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PAN 
PA.R!A.IAMAtUIT NASIONAL 

PENDAPAT1 AKHIR 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

MENGE.NA! 
RANCANGAN PERATURAN DAERAR 

TENTANG 
1. PENYEJ.ENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
2. PENGENDAUAN DAN PE.NANGGULANGAN RABIES 
3. P£MBER1AN AIR SUSU IBU £.KSKLUSIF 

DISAMPA/KAN OLEH :H. DARMON,S.Ag.MM 
PADA HARI!TGL: SEN/NI 22 DESEMBER 2014 

Assalamualaikum Wr.Wb 

>- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

>- Yth. Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

>- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Sumatera 

Barat. 

>- Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, 

dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat. 

>- Yth. Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Prnvinsi Sumatera Barat. 

>- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, 

Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemda Sumbar. 

>- Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, 

Pimpinan BUMN, dan Pimpinan BUMD Sumatera Barat dan Wartawan 

Media Cetak dan Elektronik, serta hadirin yang berbahagia 

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir ini marilah kita Panjatkan Puji 

Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Limpahan Rahmat, lnayah, dan 

Hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam sidang paripurna yang 
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terhormat ini, dalam keadaan sehat wal 'afiat, dengan agenda penyarnpa1an 

Pendapat Akhir Fraksi terhadap pengambilan keputusan terhadap 4 Ranperda: 

1. PENYELENGGAR.AAN BANTUAN HUKUM 

2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW yang telah meJY,beri arahan dan tuntunan kepada umat 

manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah­

Nya. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) selanjutnya mengucapkan 

terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesernpatan 

kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Arnanat 

Nasional (FPAN) DPRD Prov.Sumatera Barat terhadap 3 Ranperda. Secara 

pribadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Arnanat 

Nasional (FPAN) yang telah memberikan kepercayaan sebagai juru bicara, 

mudah-mudahan secara personal dapat mengemban dan memelihara kepercayaan 

tersebut. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

Izinkan kami Fraksi Amanat Nasional (FPAN) menyarnpaikan beberapa 

pandangan, saran dan pendapat sebagai berikut: 

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

Setelah mendengarkan Nota jawaban Gubernur terhadap pertanyaan yang 

kami sampaikan dalam sidang paripurna pada tanggal 1 Desember yang lalu 

maka kami dapat memahami hal tersebut. Seperti kita ketahui, penegakkan 

hukum dan keadilan menjadi bagian dari perwujudan filosofi "adat basandi 

syarak, syarak basandi kitabullah" sehingga uantuan hukurn adalah jalan untuk 

melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara hukum. 
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Kami sangat menyadari bahwa persoalan hukum dalam kehidupan 

masyarakat dari waktu ke waktu terns meningkat. Dan untuk diketahui bahwa 

banyak masyarakat kita yang tergolong miskin dan perlu menerima bantuan 

hukum. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkannya. 

Berkaitan dengan ini, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada 

masyarakat Sumatera Barat, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, perlu diwujudkan menjadi Peraturan 

Daerah Prov. Sumatera Barat, dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi 

masyarakat miskin dan untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukurn kepada 

rnasyarakat yang membutuhkan di Provinsi Sumatera Barat. 

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah akademik 

dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumbar tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah dilakukan dengan kerja keras segala 

pihak terkait. Dan disamping itu berdasarkan hasil kunjungan yang kita lakukan 

di provinsi lain juga melakukan hal yang sama, maka kami Fraksi Partai Arnanat 

Nasional (FPAN) bahkan mengharapkan Pemerintah Provinsi Surnatera Barnt 

dapat melakukan rasionalisasi anggaran terhadap bantuan hukurn ini. Kalau 

selama ini anggaran Cuma Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) untuk setiap 

bantuan hukum yang diberikan supaya lebilz ditingkatkan lagi jumlahnya. 

Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah provinsi )1ang 

sudah bersedia mengakomodir saran dan pendapat kami tentang bantuan hukum 

di bidang Kasus-kasus Tata Usaha Negara yang kami sampaikan pada saat 

pandangan Umum yang lalu. 

Dari pelaksanaan pembahasan yang dilaksanakan secara maraton terhadap 

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini. Fraksi Partai Arnanat 

Nasional (FPAN) menegaskan apabila Ranperda ini berlaku nantinya Pernerintah 

Daerah harus memperhatikan ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan 

kepada masyarakat yang meliputi : 

1. Standar bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat. 

2. Kriteria orang miskin yang mendapat bantuan hukum. 
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3. Bantuan hukurn yang diberikan kepada msayarakat harus berazaskan 

seclerhana, cepat, biaya murah, non diskriminatif, profesional dan 

bertanggung jawab. 

4. Melindungi dan menjamin hak azasi masyarakat akan kebutuhan akses 

hukum terhadap keadilan. 

5. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh organisasi bantuan 

hukum yang terakreditasi, berbadan hukum, memiliki kantor atau 

sekretariat dan pengurus. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang 
terhormat. 

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

Selanju:nya kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) akan 

rnemberikan pandangan kami tentang Perda Pengendalian dan Penanggulangan 

Rabies . Kita menyadari bahwa rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut 

menyerang syaraf pusat yang dapat tnenulari semua hewan yang berdarah panas 

dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies. 

Rabies dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak 

mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus rabies. Penyakit rabies 

di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anjing. Dan diperkirakan penyakit 

rabies di Sumatera Barat telah merambah hampir ke seluruh daerah Sumbar. 

Berkaitan dengan ini pencegahan rabies, dan memberantasnya, sangat 

perlu dilakukan sehingga penyakit ini tidak menjadi ancaman terhadap kesehatan 

masyarakat secara pisik, dan tidak pula menimbulkan ketakutan dari masyarakat 

terhadap Hewan Penular Rabies. 

Dalam rangka melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan 

rabies, Sdr.Gubernur telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Prov. 

Sumatera Barat. 
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Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumatera Barnt tentang Pengendalian dan 

Penangggulangan Rabies, maka Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera 

Barat tentang Pengendalian dan Penangggulangan Rabies, untuk dapat dijadikan 

sebagai Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat. 

Namun demikian, kami menyarankan: 

• Kiranya hewan anjing yang tidak dipelihara dan yang berkeliaran salah 

satu penyebab rabies dapat dikendalikan dan dikontrol. 

• Perlu disosialisasikan tentang pencegahan rabies kepada para pemburu 

babi yang banyak terdapat di Sumatera Barat. 

• Sosialisasi terhadap bahaya rabies ini harus gencar dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penangulangan 

Rabies mempedomani Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang­

undang Nomor 23 tahun 2014 dan Perpres Nomor 30 tahun 2011 tentang 

Zoonosis serta Permenkes Nomor 82 tahun 2014. Selain itu Pemerintah Daerah 

diwajibkan membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan 

Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 tahun 2014. 

Kami Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Komisi II DPRD 

Prov.Sumbar yang telah menyelesaikan Ranperda ini dengan semaksimal 

mungkin. Diharapkan nantinya Ranperda ini berlaku efektif dan dapat rnernberi 

rasa aman kepada masyarakat terhadap ancaman penyakit rabies. 

Selain itu kami Fraksi PAN kernbali menegaskan kepada pemerintah 

daerah untuk memperhatikan terhadap Ranperda ini adalah : 

1. Penyakit Rabies merupakan penyakit anjing gila yang saat ini sudah 

menjadi endemis dibeberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, ha! ini 

erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat kita yang hobinya berburu 

babi dengan bantuan anjing berburu. 
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2. Pengendalian dan peuanggulangan penyakit Rabies perlu dilakukan 

melalui lcegiatan pengindentifikasi, pencegahan, pengamanan dan 

pemberantasan penyakit rabies dengan mengikut sertakan pemerintah 

daerah dan tokoh masyarakat. 

3. Ranperda pengendalian dan peanggulangan Rabies ini diperlukan 

koordinasi dan sibergitas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 

guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pelayanan 

vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR. 

4. Penyelenggaraan Ranperda ini nantinya oleh Pemerintah Daerah dapat 

memberikan rasa aman pada masyarakat, dan juga dapat memberikan 

jaminan dan melindungi kepentingan urnurn serta hak-hak rnasyarakat 

berupa ketertiban dan ketentrarnan terhadap penyakit rabies dan 

pencegahan terhadap serangan Rabies. 

5. Perlu melakukan kerjasama antara provinsi maupun wilayah di 

Sumatera Barat guna pemberantasan rabies yang C:itularkan hewan 

pembawa Rabies dan HPR. 

6. Apabila Ranperda Pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies 

ini terlaksana nantinya, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi 

terhadap pencegahan dan tindakan pertolongan pertama kepada 

masyarakat yang memelihara HPR dan masyarakat umumnya. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

III. RANPERDA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU JBU EKSKLUSIF 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, bahwa seorang ibu harus 

menyusui anaknya selama dua tahun. Menyusui bayi adalah firman Tuhan 

kepada setiap ibu yang melahirkan. Air susu ibu merupakan amanah Allah untuk 

disampaikan kepada yang berhak menerimanya yaitu setiap bayi yang dilahirkan 

seorang ibu. Menyusui anak adalah memberikan awal terbaik dalam hidupnya. 

Menyusui juga akan membantu melindungi kesehatan ibu. 
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Air susu ibu merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi 

yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan dalam 

proses pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga akan dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. 

Pemberian ASI sejak dini akan membantu mencegah berbagai penyakit 

anak, karena adanya antibody pcnting yang ada dalam kolostrum ASL Pemberian 

ASI adalah pemenuhan hak bagi ibu & anak. ASI sebagai makanan bayi terbaik 

ciptaan Tuhan, tidak dapat digantikan dengan makanan dan minuman yang lain 

seperti yang tertulis dalam Naskah Akademik Ranperda Pemberian Air Susu Ibu 

Ekslusif ini. 

Berkaitan dengan ini, prakarsa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang 

telah merencanakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu 

Ibu Ekskusif dapat kami pahami k.arena seperti yang dikemukan Saudara 

Gubernur dalam nota jawaban Gubernur bahwa perangkat Perda tentang 

Pemberian Air Susu Ibu ini akan bisa memberikan kepastian hukum dan 

kejelasan tanggungjawab bahwa setiap anak terutama bayi akan terperhatikan 

kesejahteraannya dan terlindungi. Tetapi hal tentu perlu diperhatikan dengan di 

undangkannya Peraturan Daerah ini nantinya harus diperhatikan seperti, waktu 

jam kerja bagi wanita yang bekerja di luar rumah yang mempunyai bayi dan 

juga sarana dan prasarana perangkat di setiap kantor atau ruangan tertentu tempat 

si ibu memberikan ASI bagi bayinya atau pojok ASI dan lainnya atau yang 

berhubungan dengan pemenuhan Hak Anak ini di Sumatera Barnt. Di samping 

itu Tenaga Kesehatan yang membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada 

bayi terutama tenaga kesehatan di posyandu sebaiknya dapat diberikan 

imbalan yang memadai. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) sangat mendukung 

Ranperda yang diusu/kan o/eh Pemerintah Daerah tentang pemberian Air susu 

Ibu Eksklusif sesuai dengan di amanatkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 

tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 
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Ranperda ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat agar hak hidup 

untul\ anak tezjamin sesuai dengan maksud dan tujuan Ranperda tentang 

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif ini yaitu : 

I. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif 

sejak di lahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, clengan 

memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. 

2. Menjamin perlindungan kepafa Ibu dalam memberikan ASI Eksklusif 

kepada Bayinya. 

3. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Badan Usaha 

dan pemerintah daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) menyarankan: 

• Ranperda ini nantinya harus benar-benar diterapkan dimasyarakat, 

seperti yang kita ketahui kepada ibu-ibu yang menyusui, bahwa 

menyusui dapat menurunkan resiko Infeksi akut seperti diare,pnernonia, 

infeksi telinga, infeksi saluran kemih dan sebagainya. 

• Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti 

diabetes tipe I dan diabetes tipe 2, peningkatan tekanan darah dan 

kolestrol serum total , serta kelebihan badan dan obesitas pada masa 

remaja dan dewasa. 

• Menyusui menunda kembalinya kesuburan seseorang wanita dan 

mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra 

monopause dan kanker ovarium. 

• Dengan demikian pemberian ASI Eksklusif sangat besar rnanfaatnya 

untuk ibu dan bayi yang dilahirkannya. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia 

Setelah menyampaikan beberapa saran dan pendapat berdasarkan putusan 

Rapat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) maka dengan mengucapkan 

"Bismillahirrahmannirrahim" kami Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 
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menyatakan Menerima Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah 

Ten tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian Dan 

Penanggulangan Rabies, dan Pemberirm Air Susu !bu Eksklusif untuk di 

sahkan menjadi peraturan daerah dengan saran dan catatan seperti yang karni 

sarnpaikan diatas. 

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 1111 

disarnpaikan jika ada salah dan janggalnya karni mohon rnaat~ 

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalarnualaikurn Wr,Wb 

H.Drs. GUSPARDI GAUS.M.BA.M.Si 
Prof.Drs. ERMAN MAW ARD!, Dipl.AIT 
H.DARMON,S.Ag.MM 
H.MUZLI M.NUR,S.Pd 
AHMAD RIUS,SH 
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM 
H.BUKHARI Dt.TUO,SE 
Drs.ISWANDI LA TIEF.MM 

PENASEHA T FRAKSI 
KETUA FRAKSI 
WAKIL KETUA FRAKSI 
SEKRETARIS FRAKSI 
BENDAHARA FRAKSI 
ANGGOT A FRAKSI 
ANGGOT A FRAKSI 
ANGGOT A FRAKSI 
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